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Abstract 

This study aims to explain the whistleblowing system in handling ethics wrongdoings. Ethics 

wrongdoings happened because of the absence of internal controls such as whistleblowing system. 

Whistleblowing system excourages and helps whistleblower in reporting wrongdoings related to ethics. 

Hence it is necessary to apply some elements of whistleblowing system to a company. Some elements 

include the implementation statement, reporting range, procedure, whistleblower protection, 

mechanism of whistleblowing system, and effectivity will be analyzed. Therefore, the implication about 

the verdict of whistleblowing system will also be explained. These elements will be used to examine 

three companies’whistleblowing system. These companies are PT. Pertamina, PT. Telkom and PT. BCA 

from 2016 to 2019 using library research method.  
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1. PENDAHULUAN  

Whistleblower adalah pelaporan pekerja 

akan perlakuan amoral, ilegal, dan melanggar 

hukum(Elliston, 1982). Pelaporan whistleblowing 

ini bertujuan agar kegiatan yang 

menyelewengkan etika dapat terungkap oleh 

publik (Jubb, 1999). Pelaksanaan whistleblowing 

juga dianggap sebagai tata kelola yang dapat 

memitigasi kecurangan-kecurangan perusahaan 

(Rachagan & Kappusamy, 2013). Walaupun 

begitu, terdapat opini mengenai para 

whistleblower yang berbeda-beda. Ada yang 

menganggap whistleblower sebagai tokoh yang 

mulia karena mengorbankan aspek 

profesionalisme dan juga aspek personal demi 

mengungkap penyelewengan etika di perusahaan 

(Lacayo & Ripley, 2002). Namun ada juga yang 

menganggap para whistleblower sebagai pegawai 

yang tidak puas sehingga menuduh orang atau 

perusahaan sembarangan, yang mereka anggap 

telah merugikan mereka (Barnett, 1992). 

Kasus WorldCom yang terjadi pada tahun 

2001, merupakan salah satu contoh skandal 

terbesar yang terungkap karena whistleblowing. 

Kasus WorldCom ini didalangi oleh founder 

sekaligus CEO WorldCom Bernard Ebbers. Hal 

ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan 

WorldCom(Chen J. , 2020). WorldCom juga 

bertujuan untuk meningkatkan harga saham 

karena pada tahun 1998, harga harga saham 

perusahaan WorldCom meningkat drastis dari 

harga 2.69 dolar AS sampai ke 41.88 dolar AS. 

Grubman, teman dekat Ebbers, bahkan 

mengatakan bahwa harga saham dapat 

menyentuh angka 60 dolar AS.(Doward, 2020). 

Hal ini tidak berlangsung lama sampai pada 

tahun 2001, skandal ini terungkap. 
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Pengungkap skandal WorldCom ini adalah 

tidak lain merupakan akuntan WorldCom sendiri 

yaitu Cynthia Cooper. Walaupun bukan seorang 

politikus yang memiliki latar belakang politik 

maupun pengalaman menjalankan kantor publik, 

namun berkat whistleblower yang dilakukannya, 

Sarbanes-Oxley Act dikeluarkan oleh Kongres. 

Hal ini dikarenakan untuk meningkatkan legislasi 

proteksi investor (Farrell, 2008). Bagaimana 

tidak, berkat jasa Cynthia Cooper, WorldCom 

terbukti melakukan perbuatan yang melanggar 

etika yaitu fraud.  Perusahaan jaringan 

telekomunikasi AS itu terbukti memanipulasi 

data finansial sebesar 3.8 milyar dolar (Kennon 

2020). 

Namun, kisah Cynthia Cooper ini 

merupakan bagian heroik dari whistleblower. 

Terdapat juga kisah whistleblower yang justru 

dengan aksi mereka melakukan pelaporan, 

mereka sempat mendapatkan perlakuan yang 

merugikan bagi mereka. Salah satu contohnya 

ialah Rick Bright, yang dilepas dari jabatannya 

sebagai Direktur Biomedical Advanced Research 

and Development Authority. Rick melakukan 

whistleblower atas pertentangan yang didapat 

ketika memaparkan mengenai bahaya 

Coronavirus dan juga berpendapat bahwa obat-

obat yang kurang jelas malah disebarluaskan 

(Erina, 2020).  

Perbedaan nasib whistleblower ini 

membuat dilema antara individu yang sudah 

mengetahui penyelewengan etika.  Hasil survey 

pada penelitian membuktikan bahwa lebih dari 

separuh (52%) karyawan yang mengetahui 

adanya penyelewengan namun memilih untuk 

menghiraukannya dan tidak melakukan pelaporan 

whistleblowing (Business Ethics Briefing, 2016). 

Selain itu, penelitian Lubalin et al (1995) 

mengungkapkan bahwa sebanyak 31% 

whistleblowers melaporkan bahwa tidak ada efek 

negatif setelah melakukan whistleblower. 

Kemudian whistleblower lain sebanyak 12% 

melaporkan terdapat penolakan terhadap 

kenaikan gaji, promosi (7%), tenur (9%) akibat 

melaporkan penyelewengan etika di perusahaan. 

 

Kurangnya mekanisme pelaporan 

whistleblowing yang efektif ini membuat pekerja 

di perusahaan merasa ragu dan takut akan 

konsekuensi setelah melakukan whistleblowing. 

Sudah sepantasnya perusahaan, terutama 

perusahaan besar di Indonesia menerapkan 

mekanisme whistleblowing. Karenanya, 

penelitian ini menggunakan tiga subjek yaitu 

yang pertama ialah PT Pertamina. Alasan 

menggunakan subjek PT Pertamina ialah 

perusahaan ini merupakan perusahaan terkemuka 

di bidang perminyakan yang sempat 

mendapatkan 25 penghargaan (Kholisdinuka, 

2020). Oleh karena itu, patutnya perusahaan ini 

dapat melaksanakan sistem whistleblowing 

dengan baik. 

Selain itu, perusahaan PT Telekomunikasi 

Indonesia juga merupakan perusahaan besar di 

bidang telekomunikasi yang telah membawahi 

perusahaan brand terkenal yaitu Telkomsel. 

Walaupun PT Telekomunikasi Indonesia 

membentuk Telkomsel dengan patungan, namun 

tidak bisa dipungkiri bahwa kini Telkomsel 

merupakan sumber laba besar bagi PT 

Telekomunikasi Indonesia (Idris, 2020).yang 

menyasar ke penyelewengan etika. Alasan 

membawa PT Telekomunikasi Indonesia sebagai 

subjek ialah karena perusahaan ini bergerak 

dibidang komunikasi dimana harapannya, 

perusahaan ini dapat memiliki sistem 

whistleblowing yang baik seperti pada kasus 

WorldCom dimana terdapat penyingkapan oleh 

whistleblower kala itu(Carozza, 2015).  

Sebagai perusahaan keuangan yang besar, 

PT. Bank Central Asia, tentu harus menerapkan 

standar untuk meminimalisasi kesempatan 

penyelewengan baik yang berskala kecil maupun 

besar. Oleh karena itu, whistleblowing system 

yang efektif patut digunakan untuk ujung tombak 

dalam memitigasi resiko penyelewengan. 

Terutama melihat kilas balik penyelewengan 

Maybank yang merugikan customer sebagai 

perusahaan di bidang keuangan (Amali, 2020). 

Pendapat peneliti, whistleblowing 

merupakan tindakan yang tidak selfish atau 

mementingkan diri sendiri. Whistleblower 

mempertaruhkan reputasinya untuk kepentingan 

orang banyak dengan menyingkap kecurangan. 

Oleh karena itu, menurut peneliti whistleblower 

perlu dilakukan untuk memberantas 

penyelewengan terkait dengan etika.  
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Berdasarkan penjelasan diatas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

seberapa efektif sistem whistleblowing dari 

perusahaan-perusahaan diatas. Selain itu, 

penelitian ini menambahkan kebaruan berupa 

macam perusahaan yang diteliti dan mekanisme 

penerapan terbaru yang diterapkan. Selain adanya 

mekanisme whistleblowing perusahaan yang 

akan dianalisis, penelitian ini juga meneliti akan 

ada atau tidaknya sistem proteksi whistleblower 

sehingga keraguan whistleblower dalam 

mengungkapkan kecurangan akan dimitigasi. 

Selanjutnya, penelitian ini akan melakukan 

content analysis pada jumlah pengaduan dan 

masalah yang teratasi melalui website perusahaan 

atau dokumen tahunan perusahaan. 

Kesimpulan dari latar belakang ialah 

whistleblowing perlu diimbangi dengan 

mekanisme seperti layanan pengaduan yang 

netral dan proteksi whistleblower setelah 

melakukan whistleblowing. Hal ini agar pekerja 

tidak perlu ragu untuk senantiasa menyingkap 

perilaku yang berlawanan dengan etika. 

 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pada penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan library research. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian dengan tujuan menganalisis 

dan memahami lebih lanjut tentang peristiwa 

yang terjadi di lingkungan masyarakat(Chariri, 

2009). Penelitian ini menggunakan content 

analysis pada data sekunder yang terdiri dari 

buku, arsip tahunan perusahaan, jurnal ilmiah 

maupun peraturan pemerintah yang berhubungan 

dengan topik yang dibahas pada penelitian. 

Setelah itu, data yang telah didapat akan diteliti 

guna menjelaskan dan masalah penelitian yang 

terkait dengan sistem whistleblowing untuk 

mencegah penyelewengan etika.  

 

3. PEMBAHASAN 

Penyelewengan Etika 

Penyelewengan etika dalam bisnis 

bervariasi dan memiliki berbagai jenis mulai dari 

kecil hingga besar skalanya. Pada umumnya, 

penyelewengan etika dalam bisnis didasari oleh 

kepentingan yang berbeda antara pihak 

manajemen dan pemilik. Hal ini membuat 

manajemen mencari-cari kesempatan untuk 

memaksimalkan keuntungan dari hubungan 

tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Manajemen 

juga dapat berupaya dalam memaksimalkan 

keuntungan dengan cara kecurangan dalam 

pengelolaan keuangan. Menurut Halbouni et al 

(2016), kecurangan dalam perusahaan ialah 

perbuatan yang melanggar etika, dimana tindakan 

ini memberikan keuntungan pada pihak satu dan 

menyebabkan kerugian pada pihak lainnya. Pada 

laporan keuangan, kecurangan ini berupa 

penghilangan informasi yang seharusnya 

disertakan dalam laporan, khususnya informasi 

yang sifatnya material. Lantas hal ini 

menyebabkan pengguna laporan keuangan 

mengalami kesalahan dalam mengambil 

keputusan. Menurut data hasil dari survey, 

korupsi merupakan bentuk kecurangan yang 

memiliki proporsi paling banyak di 

Indonesia(ACFE, 2019) 

 

Gambar 1. Proporsi Fraud 

 

Tak hanya kecurangan dalam bentuk 

korupsi, penyalahgunaan aktiva dan fraud laporan 

keuangan, penyelewengan etika juga dapat 

berupa ketidakjujuran, diskriminasi, pencurian, 

dan penyuapan dan sebagainya.(Seglin, 1998; 

Lane & Piercy, 2003; R.E Kidwell & 

Kochanowski, 2005; Tian, 2008). 

Dalam etika bisnis, ketidakjujuran dinilai 

sebagai sebuah penyelewengan. Hal ini 

dikarenakan ketidakjujuran seperti berbohong 

akan melanggar kode etik integritas(Nurhidayati 

& Witjaksono, 2016). Namun, dalam konteks 

bisnis, ketidakjujuran sering kali digunakan untuk 

menggapai profit lebih misalnya salesman yang 

digunakan untuk melebih-lebihkan suatu produk 

demi mengejar target. Menggapai profit dengan 

berbuat jujur memang hal yang tidak mudah. 

Namun dengan kejujuran, selain kita mematuhi 
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kode etik, kita juga dapat menjalani kehidupan 

tanpa penyesalan etik karena ketidakjujuran 

(Howard, 1992). 

Selain ketidakjujuran, diskriminasi 

terhadap karyawan khususnya dalam hal gender 

juga merupakan penyelewengan etika pada 

ketenagakerjaan. Hal ini diatur pada UU No. 13 

tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan yang 

berbunyi “perlindungan terhadap tenaga kerja 

dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar 

pekerja/buruh dan menjamin kesamaan 

kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi 

atas dasar apapun untuk mewujudkan 

kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya 

dengan tetap memperhatikan perkembangan 

kemajuan dunia usaha” (Kusumasari, 2011). 

Penyelewengan ini juga dapat terjadi khususnya 

pada wanita sehingga sulit untuk naik pangkat 

dalam pekerjaan (Lane & Piercy, 2003). 

Diskriminasi juga terkait dengan pelanggaran 

kode etik obyektivitas karena diskriminasi berarti 

tidak adil dan memandang seseorang secara 

berbeda-beda menurut gender, ras, agama dan 

sebagainya (Amalia, 2020). 

Selain itu, pencurian dalam lingkungan 

kerja dianggap sebagai penyimpangan (R.E 

Kidwell & Kochanowski, 2005). Dimana 

penyimpangan ini merupakan hal yang non-etis 

(Williams, 2000). Di Indonesia, penyimpangan 

berupa pencurian melanggar kode etik 

profesionalisme karena bukannya menjaga aset 

perusahaan namun malah disalahgunakan (KPK, 

2018). Secara umum, pencurian juga diatur dalam 

Pasal 362 KUHP yang berbunyi: ”Barangsiapa 

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud 

untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam 

karena pencurian, dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun atau denda paling banyak enam 

puluh rupiah”(Mufza, 2017). Menurut riset, studi 

kasus di sebuah restoran menyatakan bahwa 60% 

responden survey pernah mencuri sesuatu di 

tempat kerja setidaknya 6 bulan terkahir(Boye & 

Jones, 1997). Hal ini menandakan perbuatan 

menyimpang berupa pencurian dalam lingkungan 

kerja dapat sering terjadi dan memiliki dampak 

serius. 

Penyuapan telah dianggap sebagai tindakan 

yang melanggar hukum atau ilegal, namun juga 

melanggar etika atau amoral (Longenecker, 

McKinney, & Moore, 1988). Jika dilihat dari 

sudut pandang kode etik indonesia, pihak yang 

menerima suap juga melanggar kode etik 

integritas (Anies, 2015) Selain itu, dengan 

perubahan waktu, modus penyuapan pun 

berganti. Penyuap tak hanya memberikan uang 

namun juga barang-barang mewah. Standar etika, 

institusionalisasi mengenai etika dan dorongan 

kode etik individual dan profesional adalah cara 

yang dapat mengurangi penyelewengan etika 

berupa penyuapan (Tian, 2008). 

Sistem Whistleblowing 

Sistem whistleblowing merupakan sebuah 

mekanisme yang digunakan perusahaan dalam 

penanganan kasus yang menyimpan dengan etika. 

Perusahaan yang mengadakan sistem 

whistleblowing dapat bermanfaat pada 

penyampaian informasi kritis dan penting 

perusahaan terhadap pihak yang bertanggung 

jawab untuk penanganan. Terjadinya early 

warning risk atau pendeteksian dini tersebut 

dapat mencegah terjadinya penyelewengan etika. 

Dalam segi finansial, perusahaan juga dapat 

terbantu dengan cara mengurangi biaya yang 

disebabkan oleh penyelewengan etika 

(Tuanakotta, 2007). 

Dalam penelitian ini, sistem whistleblowing 

akan dilihat melalui apakah terdapat penerapan 

whistleblowing pada perusahaan, bagaimana 

penyampaian dan pengelola pelaporan 

pelanggaran, apakah ada perlindungan bagi 

pelapor, bagaimana prosedur sistem 

whistleblowing pada perusahaan tersebut, 

efektivitas sistem whistleblowing tersebut dan 

terakhir adalah implikasi mengenai sistem 

whistleblowing perusahaan. Penelitian ini 

menggunakan tiga subjek yaitu PT Bank Central 

Asia, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi 

Indonesia. Alasan peneliti menggunakan subjek 

tersebut ialah karena ketiga perusahaan tersebut 

merupakan perusahaan besar yang mencakup tiga 

bidang berbeda yaitu keuangan, pertambangan 

dan komunikasi. Penelitian ini berusaha mencari 

tahu apakah dengan perusahaan besar tersebut 

disertai dengan sistem whistleblowing yang baik. 

a. PT Pertamina 
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1) Penerapan Sistem Whistleblowing di PT 

Pertamina 

 

Sebagai perusahaan perminyakan yang 

terdepan di Indonesia, PT Pertamina 

menyediakan sistem whistleblowing yang 

dipaparkan di website perusahaan maupun 

pada laporan tahunan perusahaan. PT 

Pertamina menyatakan bahwa whistleblowing 

merupakan salah satu proses dari pelaksanaan 

tata kelola yang baik.Oleh karena itu, PT 

Pertamina berkomitmen untuk menjaga 

perusahaan BUMN ini agar tetap bersih 

(Pertamina, 2020) 

 

2) Lingkup pelaporan sistem whistleblowing PT 

Pertamina 

Lingkup pelaporan PT Pertamina ialah 

mengenai korupsi, suap, konflik kepentingan, 

pencurian, kecurangan, dan hal yang 

melanggar hukum dan peraturan perusahaan 

(Wicaksono, 2020). 

3) Prosedur penyampaian  

PT Pertamina menyediakan saluran 

penyampaian bagi whistleblowers dengan 

menyediakan kontak yang bisa dihubungi 

mulai dari nomor handphone, fax, email, 

website dan post(Andi, 2020). Tak tanggung-

tanggung dalam laporan tahunan, PT 

Pertamina menyatakan bahwa pelaporan ini 

dikelola secara independen oleh pihak 

terpercaya (Pertamina, 2019). 

4) Perlindungan bagi whistleblower 

PT Pertamina juga menyediakan sistem 

perlindungan bagi pelapor. Hal ini dilakukan 

dengan cara menyembunyikan identitas 

whistleblower, isu yang dilaporkan, dan 

proteksi akan gangguan/ancaman fisik dan 

juga dari diskriminasi yang berupa hambatan 

naik pangkat, transfer dan penurunan jabatan. 

Pernyataan ini tertuang pada Collective Labor 

Agreement (CLA). PT Pertamina juga 

menyatakan akan memecat petinggi 

perusahaan jika memberikan sanksi pada 

whistleblower(Pertamina, 2019). 

5) Mekanisme sistem whistleblowing 

Mekanisme pengeololaan sistem 

whistleblowing PT Pertamina menggunakan 

prinsip kerahasiaan, anonimitas dan 

independensi. Tiap laporan dari 

whistleblower akan diterima oleh konsultan 

independen yang akan menganalisa dan 

menanyakan detil lebih lanjut dari 

whistleblower, yang kemudian akan 

dilanjutkan ke PT Pertamina. Lalu laporan 

akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang 

berlaku di perusahaan. Mekanisme sistem 

whistleblowing ini dilakukan berdasarkan 

Prosedur Kerja Sistem Whistleblowing 

Nomor B-001/M00000/2018-S0 Revisi 

Kelima, yang berlaku tanggal 2 April 

2018(Pertamina, 2019). 

Mekanisme sistem whistleblowing ini juga 

tergolong kompleks karena ketika konsultan 

independen menyerahkan ke PT Pertamina, 

bagian seksi kepatuhan akan melakukan 

seleksi awal apakah laporan tersebut layak 

diinvestigasi. Ketika layak akan diteruskan ke 

bagian internal audit yang akan bekerja sama 

dengan bagian hukum, keamanan, 

perencanaan dan sumber daya manusia 

(Pertamina, 2019). 

Selain itu, anak perusahaan dari PT Pertamina 

yaitu PT Pertamina Geothermal Energy 

menerapkan sistem whistleblowing dengan 

cara selain memberikan sanksi pada 

tersangka, juga memberikan reward pada 

whistleblower yang berkooperasi dengan 

baik(Pertamina Geothermal Energy, 2016). 

6) Efektivitas Sistem Whistleblowing PT 

Pertamina 

      Beberapa tahun terakhir PT Pertamina 

telah menerima laporan lewat saluran yang 

disediakan untuk whistleblower. Seiring 

berkembangnya waktu, PT Pertamina 

menerima jumlah pengaduan yang 

bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2016, 

2017 dan 2018 terdapat masing-masing 

pengaduan sebanyak 69, 75 dan 95. 

Sedangkan pada tahun 2019, pengaduan juga 

bertambah menjadi 97 pengaduan. Namun 

terdapat penurunan dari segi laporan yang 

selesai ditindaklanjuti. Penurunan tersebut 

terjadi pada tahun 2016, 2017 dan 2018 yang 

masing-masing sebanyak 34, 27 dan 

25(Pertamina, 2018). Namun pada tahun 

2019 PT Pertamina tidak menyertakan detail 

mengenai laporan dari whistleblower yang 
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telah selesai ditindaklanjuti. Selebihnya 

dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 

bagian Lampiran. 

7) Implikasi dari Sistem Whistleblowing PT 

Pertamina 

Sistem whistleblowing PT Pertamina memiliki 

saluran yang dikhususkan untuk whistleblower 

dalam melaporkan penyelewengan etika. Selain 

itu, PT Pertamina juga menyediakan sistem 

proteksi terhadap whistleblower. Hal ini 

mengurangi keraguan dan membuat 

whistleblower terpacu untuk melakukan 

whistleblowing yang terlihat pada kenaikan 

jumlah pelaporan dari tahun ke tahun. Namun, 

walaupun mekanisme sistem whistleblowing 

dari PT Pertamina dinilai cukup kompleks, hal 

ini justru menurunkan tingkat laporan yang 

selesai ditindaklanjuti. Bahkan di tahun 2019, 

PT Pertamina tidak menyertakan informasi 

mengenai laporan yang selesai ditindaklanjuti.  

Implikasinya, penambahan jumlah pelaporan 

membuat PT Pertamina semakin selektif dalam 

melakukan pembiayaan sehingga jumlah kasus 

yang ditangani semakin turun dari tahun ke 

tahun. 

 

b. PT Telkom Indonesia 

 

1) Penerapan sistem whistleblowing di PT 

Telkom Indonesia 

PT Telkom Indonesia mengedepankan tata 

kelola sebagai tindak pencegahan potensi 

penyelewengan etika terutama fraud dan 

penyimpangan kebijakan atau pelanggaran 

internal. Oleh karena itu, PT Telkom 

Indonesia memiliki sistem whistleblowing 

sebagai wujud dari tata kelola yang baik 

(Telkom Indonesia, 2019) 

2) Lingkup pelaporan whistleblowing PT 

Telkom Indonesia 

Penyelewengan etika yang menjadi pusat 

dalam sistem whistleblowing PT Telkom 

Indonesia meliputi pelanggaran akuntansi 

dan auditing yang terkait salah saji material 

dan independensi Kantor Akuntan Publik, 

pelanggaran internal yang berkaitan dengan 

operasi perusahaan, kecurangan atau dugaan 

korupsi dan pelanggaran terkait kode 

etik(Telkom, 2020). 

3) Prosedur penyampaian 

Sebagai penyedia layanan komunikasi 

terkemuka di Indonesia, PT Telkom juga 

menyajikan saluran untuk whistleblower 

dalam menyampaikan penyelewengan etika. 

PT Telkom merupakan salah satu perusahaan 

BUMN yang cukup banyak menerima aduan 

melalui saluran whistleblower 

(Sukmawijaya, 2020). Fasilitas yang 

disediakan meliputi website, fax, email atau 

surat yang bisa dimanfaatkan oleh 

whistleblower, tentunya dengan bukti yang 

memadai (Telkom Indonesia, 2019). 

4) Perlindungan bagi whistleblower 

PT Telkom juga mengadakan perlindungan 

bagi whistleblower dengan melindungi 

identitas sang whistleblower. Hal ini diatur 

secara tiga lapis. Pertama diatur dalam 

Keputusan Dewan Komisaris No. 

08/KEP/DK/2016 pada tanggal 8 Juni 

2016, tentang Kebijakan Prosedur 

Penanganan Pengaduan (Whistleblower). 

Kedua, juga diatur dalam Peraturan Direksi 

No. PD.618.00/r.00/HK200/COP-

0000000/2016 pada tanggal 21 Desember 

2016. Ketiga, hal ini juga diatur dalam 

Keputusan Dewan Komisaris 

No.01/KEP/DK/2018 tentang Standard 

Operating Procedure Whistleblower 

System. Ketiga hal tersebut bertujuan untuk 

mendorong pelaporan pelanggaran agar 

whistleblower tak perlu takut akan 

keselamatannya(Telkom Indonesia, 2019). 

 

5) Mekanisme sistem whistleblowing 

Laporan dari whistleblower pada PT Telkom 

ditangani oleh empat pihak yang memiliki 

tugas masing masing. Pertama, 

Whistleblower Protection Officer (WPO), 

yang merupakan anggota Komite Audit, 

bertugas untuk menerima, mengadministrasi, 

memverifikasi dan memonitor tindak lanjut 

pengaduan. Kedua, melalui rapat, anggota-

anggota Komite Audit mendiskusikan 

apakah laporan layak ditindaklanjuti dan 

diteruskan ke tahap selanjutnya. Ketiga, 

giliran Internal Auditor yang melakukan 

pemeriksaan lebih lanjut dan membuat 

laporan pemeriksaan menyampaikan ke 
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Direktur Utama dan ditembuskan ke Komite 

Audit. Keempat, Komite Investigasi bertugas 

untuk menginvestigasi pengaduan dan 

menyampaikan ke Direktur Utama dan 

ditembuskan ke Komite Audit(Telkom 

Indonesia, 2019). 

6) Efektivitas sistem whistleblowing PT Telkom 

Indonesia 

Sistem whistleblowing PT Telkom dibanding 

PT Pertamina mendapati jumlah pengaduan 

yang lebih sedikit. Ditambah lagi, terdapat 

pergerakan fluktuatif dalam hal jumlah 

pengaduan. Di tahun 2016, 2017, 2018 dan 

2019, masing-masing jumlah pengaduan 

ialah sebesar 40, 28, 24, 44. Sedangkan 

perihal pelaporan yang telah ditindaklanjuti 

mengalami kenaikan dari tahun 2016 ke 

2018 namun mengalami stagnan di tahun 

2019. Tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 

memiliki masing-masing jumlah 

whistleblowing yang ditindaklanjuti yaitu 

1,2,5 dan 5(Telkom Indonesia, 2016; Telkom 

Indonesia, 2017; Telkom Indonesia, 2018; 

Telkom Indonesia, 2019). Selebihnya dapat 

dilihat di bagian Lampiran. 

7) Implikasi sistem whistleblowing PT 

Pertamina 

Sedikitnya pelaporan yang ditangani pada 

tahun 2016 membuat pengaduan 

whistleblower di tahun 2017 dan 

2018mengalamipenurunan walaupun sudah 

ada proteksi whistleblower.Implikasi dari hal 

ini ialah kurangnya efektivitas di tahun 2016 

sehingga dibanding PT Pertamina, jumlah 

pengaduan dan jumlah pelaporan yang 

ditangani berbeda jauh. Walaupun jumlah 

kasus yang telah terselesaikan mengalami 

kenaikan, namun kenaikan tidaklah 

signifikan. 

 

c. PT Bank Central Asia 

1) Penerapan sistem whistleblowing di PT BCA 

Sistem whistleblowing di Indonesia diatur 

berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 

146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017 

perihal penerapan Whistleblowing System di 

BCA.Sistem whistleblowing BCA ini 

digunakan sebagai sarana komunikasi antar 

pihak internal dan pihak eksternal 

perusahaan terhadap aktivitas 

penyelewengan etika(BCA, 2019). 

2) Lingkup pelaporan sistem whistleblowing PT 

BCA 

Bank BCA ingin menjaga komitmen untuk 

membangun bisnis yang memiliki integritas, 

menjadi Bank terpercaya dan bisnis yang 

sehat. Untuk itu, Bank BCA melawan 

tindakan seperti fraud, pelanggaran kode 

etik, pelanggaran benturan kepentingan dan 

pelanggaran hukum melalui sistem 

whistleblowing(BCA, 2017). 

3) Prosedur penyampaian 

Berbeda dengan PT Pertamina dan PT 

Telkom Indonesia, PT BCA memiliki 

prosedur penyampaian whistleblowing yang 

dari tipe lengkap dengan menyediakan e-

mail, sms, telepon, VSAT dan surat (BCA, 

2016), menjadi lebih simpel yaitu hanya 

melalui website resmi BCA saja (BCA, 

2019). Hal ini kurang memberikan alternatif 

terhadap whistleblower dalam memilih 

pilihan saluran whistleblowing. 

4) Perlindungan bagi whistleblower 

PT BCA hanya mengungkapkan sedikit hal 

mengenai proteksi whistleblower. Proteksi 

whistleblower hanya jaminan keamanan 

yang meliputi identitas pelapor dan isi 

laporan (BCA, 2019).  

5) Mekanisme sistem whistleblowing 

Terdapat tiga pihak yang terlibat pada 

penanganan sistem whistleblowing PT BCA. 

Pihak-pihak yang terlibat adalah pengelola 

whistleblowing, biro anti fraud, dan unit 

kerja. Pertama, setelah menerima laporan 

dari whistleblower, pengelola khusus 

whistleblowing PT BCA akan memastikan 

kriteria laporan apakah sesuai atau tidak. Jika 

sesuai, pengelola akan meneruskan 

pengaduan ke biro anti fraud. Kemudian biro 

anti fraud akan melakukan verifikasi dan 

analisis lebih lanjut. Lalu biro anti fraud 

melakukan koordinasi dengan unit kerja. 

Sementara itu, unit kerja melakukan 

investigasi lebih mendalam dan jika terbukti 

terdapat kesalahan, maka unit kerja akan 

melaporkan ke pejabat pemutus dan akan 

menginformasikan status laporan 
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whistleblowing ke biro anti fraud (BCA, 

2019).  

6) Efektivitas sistem whistleblowing PT BCA 

Dibanding PT Pertamina dan PT Telkom 

Indonesia, PT BCA membuat laporan 

pengaduan dan penyelesaian kasus yang 

lebih mendetail. PT BCA menambahkan 

keterangan tambahan apakah laporan 

whistleblowing tersebut terbukti, tidak 

terbukti, tidak layak karena data kurang 

lengkap dan sebagainya. Jumlah pengaduan 

PT BCA juga mengalami naik turun. Tercatat 

dari tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 

sebanyak 65, 17, 23, dan 15. Dari angka 

pengaduan tersebut, yang terbukti masing-

masing berjumlah 8,2,2, dan 1. 

Selain itu, PT BCA juga membuat laporan 

khusus fraud internal yang diatur dalam Pasal 

64 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang 

penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan 

Bab IX angka 5 SEOJK 

No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan 

Tata Kelola bagi Bank Umum. PT BCA 

menggolongkan penyelewengan etika fraud 

secara berbeda dari yang lain adalah karena 

pelanggaran dinilai diatas seratus juta 

rupiah.Whistleblowing yang terbukti dari 

masing-masing tahun 2016,2017,2018 dan 

2019 berjumlah 2,10,7 dan 7.  

7) Implikasi sistem whistleblowing PT BCA. 

Walaupun PT BCA hanya menyajikan 

saluran whistleblower pada website pada 

tahun 2017 sampai 2019, namun efektivitas 

dari sistem whistleblowing disajikan secara 

mendetail dan lebih menariknya lagi PT 

BCA juga menyediakan detail 

penyelewengan etika berat seperti fraud yang 

dieksklusifkan. Implikasinya, PT BCA telah 

memiliki sistem whistleblowing yang efektif 

dalam menangkal fraud yang berpotensi 

merugikan perusahaan. 

 

 

4. KESIMPULAN 

Seiring berkembangnya zaman, berbagai 

macam jenis penyelewengan etika mulai 

bermunculan khususnya disektor perusahaan. 

Oleh karena itu, whistleblower berperan penting 

dalam menangkal upaya-upaya penyelewengan 

etika. Selain itu, perusahaan juga harus 

menyediakan sistem whistleblowing yang 

memadai guna menyediakan sarana bagi 

whistleblower dan mengadakan perlindungan 

bagi whistleblower. Kooperasi sedemikian rupa 

lah yang dapat memitigasi dan meminimalkan 

keinginan melakukan penyelewengan etika 

sekaligus mendorong whistleblower dalam 

melaporkan penyelewengan etika tanpa rasa takut 

dan keraguan. PT Pertamina, PT Telkom 

Indonesia dan PT BCA masing-masing punya 

cara tersendiri. PT Pertamina terbukti memiliki 

keefektifan yang paling tinggi karena tingginya 

jumlah penyelesaian kasus dan juga 

pengaplikasian sistem whistleblowing ke anak 

perusahaan. Sementara itu walau sempat 

mengalami kenaikan penyelesaian kasus, PT 

Telkom dinilai kurang efektif dalam aplikasi 

sistem whistleblowing karena sedikitnya jumlah 

tindak lanjut dan kenaikan yang kurang 

signifikan. Terakhir, PT BCA, walaupun 

memiliki saluran whistleblower yang lebih 

simpel namun sistem whistleblowing perusahaan 

terbukti efektif dalam menangkal kasus fraud 

internal dengan potensi kerugian besar. 
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7. Lampiran 

 

 

a.   Lampiran 1 Sistem Whistleblowing PT Pertamina 
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Lampiran 2. Penyelewengan Etika PT. Pertamina 

 
 

 

Lampiran 3. Jumlah Pengaduan PT. Telkom tahun 2016-2019  
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